BAB II1I
PIDANA MATI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia

S=bagai awal dari pembahasan bab  ini, sehelum
membahas masalah pidana mati lebih lanjut, terlebih dahulu
disini akan dikenukakan tentang hakekat dari pidana
{(hubuman) itu sendiri.

‘ada umumnya para ahli  hukum mengartikan, 2abwa
hukuman  ito  adalah  suatu penderitaan atau nestapa.
Misalnya W.Ao. Bonger dalam bukunva yang beriudul
"Fengantar Tentang Kriminologi" mengatakan bahwa pidana/s
hukuman itu adalah: "FPenderitaan yang dikenakan dengan
sengaja” (W.A. Bonger, 1977 : 25). Senada dengan masalah
ini, R. Sugandi mengatakan, bahwa vang dimaksud dengan
pidana/hukuman i1tu adalah: “Ferasaaan tidak enak
(penderitaan sengasara) yang dijatuhkan olsh hakim dangan
vonis kepada orang vang melanggar Undang~Undang Hukum
Fidana" (FR. Sugandi, 1980 : 12}.

Dari kedua pendapat diatas, dapat diperoleh suatuy
pengertian bahwa yang dimaksud dengan hukuman itu  adalah:
suatu penderitaan atau perasaan tidak enak yang dikenskan
dengan sengaja kepada para pelanggar-pelanggar yang telah
diatur di dalam Undang~undang hukum pidana, dan hukuman
tersebut dilaksanakan berdasarkan atas reputusan hakim,
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Sedangkan tujuan  hukuman  dapat ditingau dari
beberapa segi. Misalnya tujuan hukuman menurut tilsafat
bermacam—macam rupa adanya, yaitu :

a. Berdasar ataz pepatabh kunc vyang berpendapat babhwa
hukuman adalah suatu pembalazan.

b. Ada vyang berpendapat bahwa hubuman harus dapat

memberi rasa takut agatr orang
eiahatan.

c. Fendapat laim mengatakan, maksud hukuman itd hanys
akan memperbaikil orang v Aarag telak melabuakan

kejahatan.

d. Fendapat lain lagi mengatakan, bahwa dasar dari

hukuman adalah mempertahankan L3
bersama (R. Sugandi, 1980 : 12Z)

Namun dengan adanya pemikivan—-pemikiran baru  yang
disesuaikan dengan situasi dan kondisi, maka eksistensi
hukum vyang berlaku di suatu negara juga mengalami
perkembangan.

Regitu juga mengenai hukum pidana  yang merupawran
sebagian dari beberapa hukum negara sejak dahulu hingga
sekarang telah mengalami perubahan dan perkembangan yang
menjurus ke arah pemikiran yang lebih rasional.
Ferkembangan tersebut akan rnampak jika dipandang dari segi
tujuan penjatuhan pidana atau hukuman. Sebagaimana dapat

dilihat di dalam Rancangan Eitab Undang-Undang Hukum



Fidana, menyebutkan

yaitu

ayat (1)

ayat (2)

=

bl

2l

tentang tujuan penjatuhan nuELman

Femidanaan bertujuan untuk mencegah &i-
lakukannya tindak pidana dengan
menegakkan norma hukum d2mi  pengayvoman
masyarakat .

Mengadakan korsksi terhadap terpidanas
dan demi menjadikannya orang yang baik
dan berguma, serta mampu untuk ber-
masyarakat.

Menyelesaikan konflik vang dltimeIEGH
cleh tindak gpidana, memulihkan kese—
imbangan dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat.

Membebaskan rasa hersalah pada ter-
pidana.

Femidanaan tidak dimaksudkan untuk men-—
deritakan dan tidak diperkenankan
merendahkan martabat manusia.

{(Andi Hamzah, 1992 : 24}

Selain diatas, tujuan dari pemidanaan adalab ".....

menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran

hukum”" (Djoko Frakoso, 1984 : 20).

Dari beberapa tujuan penjatuhan pidana / hukuman

tersebut, kiranya tujuan bukuman dapat digolongkan manjadi

dua macam tujuan,

vyaitu :



25

a. Tujuan pidana sebagai pembalasan.

b. Tujuan pidana sebagai daya prevensi.

Fenjatuhan pidana sebagai pembalasan dipandang
sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan
kondisi. Oleh karena itu penjatuhan hukuman sebagai  dava
prevensi inilah yang dipandang sesuai oleh para sarjana
hukum. FKarena tujiuan penjatuhan pidana tersebut memberi
kesempatan lkepada para terpidana agar mereka maw
memperbaiki diri tidak lagi mengulangi kejahatan Yang
pernah mereka lakukan. Sebab yang namanya manusia tidak
selamanya akan berbuat jahat, dan juga tidak akan selaiu
berbuat baik. Walhasil, sifat jahat dan baik tersebut
tidak bisa terlepas dari perbuatan manusia.

Tujuan penjatuhan pidana sebagai daya prevensi
telah banyak menguntungkan dan terbukti dengan adanya
Lembaga Femasyarakatan, yaitu teinpat para terpidana
menjalani hubkuman. Disana para terpidana diberi pendidikan
dan pengalaman serta ketrampilan agar merera nantinya

setelah menjalani hubkuman dari Lembaga Femasyarakatan

tersebut bisa wmenjadi orang vang baik, taat kepada
agamanya serta kepada btangsa, negara dan

perundang-undangan serta tidak lagi mengulangi perbuatan
jahat yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi dalam
hal-hal tertentu untuk kejahatan yang tidak munghkin

ditetapkan tujuan pidana yang 1lain maka =kan sampailah
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pada penentuan pidana membinasakan (onschadelijk makingl
{Bambang Foernomo, 198Z : 7).

Mengenai pidana/hukuman, di dalam KUHF terdapat
jenis—jenis pidana yang dapat diancamkan kepada setiap
pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya. Menurut
pasal 10 KUHP jenis pidana itu terdiri dari

a. Fidana pokok : 1. FPidana mati
. Fidana penjara
. Fidana kurungan

4. FPidana dends
b. Pidana tambahan: 1. Pencabutan hak—-hak tertentu
2. Pencabutan barang -~ barang
tertentu

-~
i

2. FPengumuman putusan bakim.
{ Moeljatnao, 1985 : &)

Dengan demikian jenis hukuman/pidana menurut Eitab
Undang—undang Hukum Pidana dapat digolongkan menjadi dua
yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Dari berbagai jenis hukuman diatas vyang langka
dijumpai dalam keputusan hakim adalah hukuman rokok  yang
berupa hukuman mati. Meskipun demikisn hukuman mati itu
tetap diperlakukan, Larena Undang-undang masih
menyebutkannya. Akan tetapi kenyataannya terjadi pro dan
kontra di kalangan para sarjana hukum.

Sedang kejahatan—-kejahatan vyang dapat diancam

dengan pidana mati, Dr. Roeslan Saleh wmengatakan, bahwa
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Kitab Undang~undang Hokum Fidana Indonesia mambatasi
kemungkinan dijatuhkannya pidana wmati atas beberapa

kejahatan yang berat saja (Djoko Frakosao, 1984 1 273,

fAdapun kejahatan—kejahatan vang dapat diacam picana

-

mati menurut Kitab Undang—undang Hukum Fidama adalah :

Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104 ELUHFG .
Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesis
dalam keadaan perang (pasal 124 avat I KUHF}).

Mengajak negara asing gquna menyerang Irdonesis

KUHF) .

Malakukan pembunuhan dengan direncanaksan l=bih
dahulu (pasal 140 ayat I dan 340 KUHF).
Fencurian dengan kekerasanm aleh dua orang/leoih
berkawan pada waktu malam hari atau dengan jalan
membongkar dan sebagainya vang menyebabkkan ada
orang terluka berat atau mati (pasal 365 ayat 4
KUHF) .

Melakukan pembajakan di laut, di pesisir, di
nantai dan di sungai sehingas manyebabkan ada
arang mati (pasal 444 KUM= .

Dalam waktu perang menganjurkanb huru  hara,
pembevontakan dan sebagainya antara pererja—
pekerja dalam  perusahaan pertahanan Negara

{(pasal L1Z3Z KUHF).



i. Dalam waktu perang menipu ketika menyampailan
keperluan angkatan perang (pasal 127 dan 129
KUHF) .,

Jj. Pemerasan dengan pemberatan {(pasal 368 ayat 2
KUHR) .

Begitu juga ada kejahatan—kejahatan di Tuar  FKitab

Undang—undang Hubum Fidana yang diancam dengan pidana

mati, yaitu

.

Kejahatan senjata = i o A9 amuni=si atau sesuatu

~

bahan peledak. Berdasar Ul Darurat no. 12 tahun

1931 “"Senjata api, amunisi atau suztu bahan

0l
i)

peledak" Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan,
bahwa "“Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke
Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyalil dalam memilikinva, mMENyY iMpan 4
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
amunisi atau sesuatu bahan pelaedak, dibukum
dengan hukuman mati atau hubuman penjara  ssumur
hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

tingginya dua pulub tahun™.

(4]

( Dicko Prakcso, 1984 : 41)

Kejahatan Subversi. Berdasarkan penetapan FPre-

1"t

siden no. 11 tahun 1963 tentang Femberantasan



Kegiatan Subversi". Fada pasal 13 ayat (1}
disebutkan : "Barangsiapa melakukan tindak

pidana subversi yang dimaksudkan pada pasal 1

-

ayat (1) angka 1, 2, I, 4 dan ayat (2), dipidana

dengan pidana mati, pidana penjara ssumur hidup

atau pidana. penjara selama-lamanya dua puluh

tahun". Sedang pada ayat (2) disebutian "Earang
siapa melakukan tindak pidana subversi yang

dimaksudkan dalam pasal 1 angka S, dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur nidup,

atau pidana p

m

rijara  selama—lamanya dua puluh
tahun atau dendax sstinggi-tingginya 30  juta
rupiah" (Panpres No., 11 thn. 1963).

Kejahatan FPFenerbangan dan kejahatan terhadap

sarana dan prasarans penerbangan. Serdasarikan
Undang—-Undang no. 4 tahun 19764 tentarng "Feru-—

bahan dan penambahan beberaps pasal
bertalian dengan perluasan berlakunya ketsntuan
perundang-undangan pidana. kejahatan penerbangan
dan kejahatan terhadap sarana/prasarana pener—
cangan”". Fada pasal 11l angka II pasal 479 k
ayat (2) disebutkan "Jika perbuatan itu menyebab
kan matinya sesecrang atau hancurnya pesawat
udara itu, dipidana dengan pidana mati, atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

selama~lamanya dua pulubh  tabun”. Sedang pada
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angva 15 pasal 477 o ayat 2 disebutkan: "Jika

perbuatan itu menyebabhkan matinya ses=orang atau

hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara selama-lamanya dua puluhn
tahun".

( UU RI No. 4 Th. 1978)

d. kKejahatan Narkotika. Berdasarkan Undang—undang

no. 9 tahun 1976 tentang "Narkotika". Fada pasal

36 avat 4 disebutkan "RBarang siapa yang
melanggar pasal 23 ayat 4, dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama—lamanya dua pulab

[

tahun, dan denda setinggi-tingginys 1lima puluh

juta rupiah, apabila perbuatan tersebut
.
.'.

menyangkut narkotik lainnya”. Sedang pasal 36

ayat 5 disebutkan: “Barangsiapa melanggar pasal
23 ayat 5, dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
selama-lamanya dua pulubh tahun dan dengan
setinggi—-tingginya lima puluh juta rupiah,

apabila perbuatan tersebut menyanghkut narkotika

lainnya" (UU RI No. ? Thn. 1975).

B. Pidana Mati menurut Hukum Pidana Islam
Di dalam hukum pidana Islam, huakuman mati dapat

diancamkan kepada seseoranyg apabile melakukan perbuatan
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vang dapat wmenimbulkan lLerusulen bagi  winat MenLsia.
Kejahatan yang dimalsud adalah  pembonuhan se2ngaia, fina
mukhsan, murtad, hirabah, dan bughah.

Olzh karena 1tu ok menghindarkan adanya
kerusuhian, agar tercipta kemaslahatan dan Lelangsungan
hidup bagi manusia yvang selalu  zman., +ertib dan damai,
tidak saling mengganggu antara manusia yang  satu  dengan
lainnya maka secara umum syari‘at Islam mala ang  setiap

individu melakukan kejzahatan dengan seperangkat hukumannys

£

baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, cerkecuali

apabila dalam beadaan

Sebagaimana tujuan syari’'si secara umum vaitu urntuk

mewujudkan kemaslahatan bagi umet manusisz maka cars 7 AENG

ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan
memelibara/melindungi unsur-unsur primer ya2na terdapat

pada setiap diri manusia. Unsur—-unsur ity adalah "agama,

]

Jiwa, akal, kehormatan dan harta". (Muhzmmad Abu Zahiroh,

Dan pelanggaran terhadap salah satu dari  uosur-—
unsur tersebut diatas, maka pelakunva akan dikenai hukuman
cukup berat. Adapun kejahatan yang diancam dengan pidana
mati menurut bHukum  pidana Isjam sebagaimana t=lah

ditetapkan dalam Al-Our’ an dan As-Suncah yaite o

"

1. Fembunuhan yang dilakubkan dengan sengaja.

~
]
.

Berdasarkan firman Allah swl. Surat Al-Bagarah 1]



@2V opbaah Ko Cresyn uu)\le,)\\,

"Hzi orang—ocrang yang beriman, diwajibkan atas ‘hamu

gishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunah"

“s

43

D
N

(Departemen Agama RI, 1990

~X

2. Zina Mukhsan.

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw 3

Ay ddeant fo anl Jousy 6. S5 culadi ol 3sle o5

450 o SIS s bl Joer 15 Sl ds 50y s
‘jh‘i??j! dJkA.ll:FL#ﬁJJLJLML*JJ)d+_AALg{9

"Dari tUbadah bin samit berkata, telah bersabda
Rasulullah saw: Ambillak dariku, ambillah dariku,
sesunggunya Allah telah memberi jalan kepada merska,
untuk jejaka dan perawan vang berzina dihukum dengan

seratus kzsli dera dan PErawan yang berzina dihukum
dengan seratus kali dera dan diasi ngkan satu tahun. Dan
untuk duda dan  janda yang Dberzina dihukum dengan
seratus dera dan rajam”. {(Muslim XI, t.t = 43)

. Riddah.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw. s
233l dtas S ¢ At ddean dooaisl g, Sy3) als ol

"Dari lbnu Abbas ra. sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
Baran951apa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia”.

4. Hirabah.

Berdasarkan firman Allah swt. Surat Al-Maidah 33 ¢
sl ‘JLA&J%’}Q)»{) o) g )y sl M sl
N _alsaia ol S acadoy s (qrto) wdatsh s s

N LIS LY S NS P TE U RS

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di
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muka bumi hanyalah mereba dibunuh  ataug disalib, atau
dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal  balik
Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannyva)"

(Departemen Agama RI, 1990 : i464)

=
pur )

. Bughah.

Berdasarkan firman Allah swt. Surat Al-Hujurat

~)

6_).>§§l‘9"b" L:.A.‘_S?\JQLQKQ;-A—:J o=l S5 LQ,L;:E;]L')/&;A}L]L';D ERE0' Uoo‘j
Whj@b@a%b ol o)ls i, ol Il 5 5033 S lslis
0N | PEPE-RT O

"Dan jika ada dua golongan dari arang-—orang makmin
berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah
satu dari golongan itu berbuat aniava terhadap golongan
yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya
itu sehingga golongan itu kembali kepada perintzhh Allah
swt. Dan jika golongan itu telah kembali {hepada
perintah Allah), maka damaikanlah antara Eeduanya
dengan adil dan berbuat adillah. Sesurigguhnya  Allah
menyukai orang-orang yang berlabkiu adil".

(Departemen Agama RI. 1970 : 2144)

Untuk lebih jelasnya di dalam memahami jenis—-ieni

m

kejahatan di atas, maka akan diuraikan =atu parsatu dari
beberapa jenis kejahatan yang diancam dengan pidena mati
tersebut, yaitu :

Ad. 1. Fembunuhan yvang dilakukan dzngan sengaja.

Terhadap tindak Lkejahstan vang dilakukan dengan
sengaja ini, oleh hukum pidana Tslam  diancam dengan  dua
jenis macam hukuman vaitu :

a. Hukuman duniawi sebagai pelalzanaan bak adami.

Berdasarkan firman Allah swi. Surat Al-Sagarah 172

Ml LUAL@BJL@Q;S\M S S UIVSR

*»
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b. Hukuman yang bersifat uknrawi sebagai pelaksansan
hak Allah. Berdasarkan Tirman Aliabh  swt. Surat
An—Nisa’ ayat 93 yang berbunyi s
. - g . . !-. ‘ “ . o “w " .
%ﬁﬁuﬁwnwob——%‘wuy&%uﬁs
~ \'
Lot eLe o o o drong dde 4

Dalam pelaksanaan hukuman mati (hubkuman duniawi)
Allah dengan segala kebijaksanaannya memberikan prioritas

utama kepada pihak keluarga terbunuh untuk menentuban dua

alternatif, apakah mereka akan menuntut hekuman mats atau
mereka akan memzafhan {menuntut diyat), kepada  pihak

pembunuh. Sebagimana telan diterangkan dlam firman Allah

surat Al-Bagarah syat 178 :
o }ALKL_,QLBJA@L_J&_J&U,_Q
[JL,;M4>434.JJIHJ{9

[

"esoMaka barangsiapa vang mendapat suatu pemaafan dari
keluarganva, hendaklah (yang ma2maathan) menglkuti

dengan cara yang baik, dan hendaklah {yang diberi maaf)
membayar diyat kepada vang memberi maaf dengan cara
yang baik (pula). (Departemen Agama RI, 1990 : 43)

Dengan demikian apabila wali terbunuh bersedia
memaathan, maka pihak pembunuh terlapas dari Tanggung
jawab hukuman duniawi, hanya saja tepadanya diharuskan
membalas budi baik kepada k2luarga karban dengan pembarian
sesuatu yang bersifat materi =2bagai tanda penvesalannya.
Dan pemberian ini dalam Al1-Bur’ an diistilahkan dazngan

divat.
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At.an tetapi apabila pibak bteluarga tidak  herzadlia

i
of|

memberi mazaf dan tetap akan menuntut perbtanggungan jawab
atas perbtuatan yang perrnah dilakukan nlabh  terpigana aaka
pihak pembunuh harus menerima tuntuten iktu, yabkni  berupa
hukuman mati. Seperti telah ditegaskan calam firman Allah

swt. surat Al-RBagarah 178 =

Aol a el Kl oSyl or 01y

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan akas ‘hanu

aishas berkensan dengan orang—orang yang dibunauh' .
b4 =

(Departemsn Agama RI, 1770 = A3

Hukuman gishas merupak nidans
mati di dalam Al-Qur ' an vang 1 o TP
Fembalasan yvang sama atau sstiepal deEngan perbuatan atas

¥, — -~

pembunuhan, m=lukal atau merusalkan anggoza oadan  atau

menghilanghkan manfaatnya

i dengna pelanggaran  yang

dibuat oleh pelaku kejahatan” (Moerwahidah, 1274 : Z4).
| s

Aktan tetapi sungguhpun ayat y q disebutkan diatas
{Al-Bagarah 178) memberikan hak panun bepada  Leluarga
pihak terburnuh untbuk melsksanakan psmuntutan, namun habkam
Al-Qur’ an tidak membarikan natk mangadili tarhadap

) 7
pembunub, melainkan harus di  howah pengawasan penguasa,
sebab pe2laksanaannya memerlukan ketoiitian dan dijauhinya
kedlaliman. Kalau dilaksanakan tanpa Lebhadiran artugas

g

negara dan terjadi qgishas puls el 2 LA dianggap

menghianati kekuasaan negara (A. Hanati, 1972 @ 24G).
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Sebagaimana Tirman Allah swt. surat Al-An am 51 :
L}:Ligi;4JJIFJ__;»QQ‘Lf*ﬁ«“))l$al5)&

"Dan janganlah membunuh Jjiwa vang telah diharamkan
Allah (membunuhnya) kecuali dengan sebab  yana  benar
{melalui proses hukum).

Hal tersebut dimaksudkan urmtuk mencegah tindakan

yang sewenang-wenang yang dapat membawa kepadsa =2k ibat

teraniayanya/tersiksanya SESECY ang dalan memjalani

hukuman. Sedan hal demikian tidak dibenarkar dalam
g

syari’at Islam. Sesuai dengan prinsip vang digar istan cleh

Rasulullah saw. dalam hadisnya yang berbunyi:

il A0 1o K de el Sant

"Sesungguhnya Allah telah berbuat baik bepada  sesuatu
maka apabila kamu membunuh, maka perbaikila caramg
dalam melaksanakan pembunuban itu®.

{ Abu Dawud II, 1

: R0}
Dan pelaksanaan pidana mati iai "...Maka hanya
dapat dilaksanakan setelah pergadilan dan Qodhi herwanang
memutuskannya. Dalam keadszan bagaimanapun tak Seotrangpun
manusia yang berhak dengan sendirinya menghabizi hidup
.
orang lain di muska bumi ini sebagai pembalasan atau karena
kerusuhan (Abdur Rahman I Doi, 1992 : 2Z3).
Sehingga bilamana terjadi suatu peEmbunuhan,

terhadap seseorang "baik ia warga nsgara maupun penduduk

negeri umumnya, menjadi hak dan tanggung jawah pemerintah



untuk menentukan bhalasan bagi si korban" {Anwar Farjono,
1937 : 18%9).
Di sinilah dituntut peran abtif dari pemerintah

untuk melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan hubkuman,

agar keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat bhisa
terjamin. Kedudukan pemerintah dalam hal imi adalah

sebagai wali atau wakil rakyat, karena walau bagaimanapun
delik pembunuban  tidalk dapat dilepaskan dari =ifatnya
sebagai hubum politik.

Asumsi diatas dapat digperoleh peng2rtian s=scra
tersirat himbauan Allah kepads orang-—-orang mukmin. ﬁamun

tentunya tidak mungkin bagi o rang mukimin berkumpul  wuntuk

melaksanakan hukuman gishas, maka msreka mengangkatlah

seorang sultan (penguasa) ssbagai pengganti dan  wakil
dalam pelaksanaan gishas {(Al-Qurthuby, 1968 : 245). Hanva

saja bagaimanapun pemerintah dalam hal ifni adalah nakim,
haruslah memberikan pricritas kepada keluarga terbunuh
untuk menyatakan dan menentukan pendapatnya apakah  akan
menuntut gishas atau diyat. Sebagaimara sebda Nabi saw.

yvang berbunyi z
S aly g% el o latdl s g | 254 §m5

"Dan barangsiapa yang dibunuh keluarganya, maka baginya
boleh memilih dua alternatif, yaitu adakalanya menuntut
diyat dan adakalanya menuntut gishas".

- Hal yang demikian dimaksudkan oleh hukum Islam

sebagai usaha melokalisasi emosi dalam keluarga si korban
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supaya emosi tersebut salurannya dengan sewajarnya. Hukuam
gishas tidak membiarkan emosi agressi ditekan sehingga
mencari jalan keluar menurut saluran yvang lain karena  hal
ini tidak wmustahil akan tersalur secara liar menurut
kemauan hati dan  bertindak main hakim sendiri yang
tentunya hal ssmacam ini akan menjadi gamgguan ketertiban

dan ketentraman bagi kehidupan manusia.

Gambaran ini memperjelas bafiwa hukum Islam dengan
seperangkat ajarannya mencegah agar jangan sampai terjadi
dendam kesumat wvang berkobar dan perrmuschan antara
keluarga terbunuh dan keluarga pembunuh. Karena bila hial

ini terjadi akan bisa menimbulkan korban jiwa vang le2bih

banyahk.

Maka dengan dilaksanakannya hubuman  mati cerhadap
pembunuh, akan menghapus rasa dendam kesumat seiiingga
kehidupam masyarakat akan aman dan tetram kembali. Inilsh

Y

maksud yang tersirat dari kandungan firman Allah swh.

surat Al-Bagarah 179 :

"Dan dalam gishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu hai orang-orang vang berakal, supaya kamu
bertaqwa” (Departemen Agama RI, 1990 : 43 )

Sebab deﬁgan membunuh  pembunuh, berarti mencegah
timbulnya gejolak emosi agressi dari keluarge terbunuh,
dan juga tidak jarang dari masyarakat umum.

Juga prinsip dari pelaksanaan hukuman gishas inid

bukanlah membunuh dan melenyaphkan nyawa penbunag itu,



namun tujuan pokok disini adalah prinsip hkehidupDan  vakni
melindungi jiwa-jiwa yang lain, dan pelaksanaan gishas
al

h atu cara dan sarana  untuk

11}
u
I
n

hanyalan merupakan

menjamin dan menjaga kelestarian hidup. FEarena apabila

semua manusia itu sadar dan eengetahui bhahwa Jika mereka
melakukan suatu kejahatan pembunuhan, akan dijatuhi

hukuman mati pula tentulah mereka berfikir seriou kali

1

untuk malakukan kejahatan tersebut.

Dalam pengetahuan hubkum madern, teori semacam ini
dinamakan teaori mutlak atau teori pembalasan, menurut
teori ini, alasan mengadakan ancaman hukuman ialah t;rl tuk
menjaga keutubhan keteritiban daiam masyarakat, dan wntuk
mencapal tujuan tersebut haruwuslah  dilakuken tindabkan-—

tindakan begitu rupa, sehingga masyarakat meniadi takat
untuk melakukan suatu tindak pidane (Anwar Hariono, 1987 :

i91)

Ad, 2. Zina Mukhsan.

Zina dalam hukum pidana Islam adalah termasuk
Jarimah terhadap hak Allah, karena zina tersebut merupakan
pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dapat mengahkibat
kan hancurnya martabat dan moral! sesecrang di  samping
rusaknya kehidupan rumah tamgga yang  merupakan tuwjuan
utama dari adanya perkawinan.

Felanggaran terhadap jarimaby  inl  pelakunya  dapat
dikenakan hukuman, apabila atas m=reka terpenuehi  syarat-

syarat atau unsuwr—unsur terseut telah dirumuskan dengan



suatu batasan Y. .masukniva kepala kemaluan laki-labi [atau
seuvkuran kepala kemaluan bagi orang vyang terpotong
kemaluannya) kedalam kemaluan wanita yang tidak  halal

disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan tanpa adanya

hubungan pernikahan antara keduarya zekal ipun tanpa
keluarnya sparmav {Sayyid Sabig, 1984 FE) .
Adapun ketentuan hukuman bagi pelaku tindak picana

zina ini telah ditetapkan cleh Allah swt. dalam Al-Gur’an
secara bertahap :
Tahap pertama : Hubuman teguran resmi yang bernadz cercaan

Firman Allah swt. surat An-Nisa’ avat 16
Y

Leg sl gin, el )y Lo L@jj\gﬁﬁqﬁz’tj SRUIR
&ffji/kﬁtyl;)g)gztb)i)l

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatarn keji
diantara kamu, maka berilah hukuman diantara Leduanya
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri
maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha
Fenerima taubat lagi Maha Penyayang™ (Departemen Agama
RI 1990 : 118 ;.

Tahap kedua : Hukuman kurungan.

Firman Allah swt. surat An—Nisa’ avat 15

SNy RV U3 PRV S JE= WREI' .S S (U U1
— ) OB 5% B s e Sdloig g S s K
Fimn ) Yme

"Dan terhadap para wanita Yang mengerjakan perbuatan
keji hendaklah ada empat orang saksi di  antara kemg
{yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah
memberi persaksian, maka kurunglah merska (wanit—-wanita
itu) dalam rumah mereka mermemui ajalnya ataw sampai
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Allah memberi jalan yang 1lain kepadanya® (Depar temen
Agama RI, 1990 : 118).

Tahap ketiga : Hukuman dera.

Firman Allah swt. surat An—-Nur ayat 2 :

,,5‘.\;»‘\;&3 625 aleds AV g (K)5dds 3 N 2l
g2y oAl a5 Mg by ) gty LSHI 73U W\
BT ) NI

"Ferempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka
dera tiap-tiap seorang dari keduanva seratus kali dera
dan janganlah belas kasihan kepada teduanva mencegah
kLamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman
kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksana
an) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari

orang—orang yvang beriman' (Departemen Agama RI, 1990 :
243 ).
Felanggaran terhadap jarimah zina ini

dikualifikasikan ke dalam dua bagian, vait mukhsan dan
ghairu mukhsan. Namun agar penulisan ini tidak kehilangan
arah, maka dalam sub ini akan dibahas secara khusus
tentang hukuman vang dijatuhkan kepada pezina mukhsan.

Sedang pengertian mukhsan atau mukhsanat adalah
"Sesearang yang pernah Kawin sekalipun setelah ity putus
hubungan perkawinannya atau  terus berlangsung® (Sudiari
Dahlan, 1984 : 23).

Kata "zina" dan "mukhsan”, jika dirangkai menjadi
satu, akan membentuk swatu peristilahan yang terdapat di
dalam hukum pidana Islam, vyaitu "zina mukhsan'" vyanag
keduanya (zina dan mukhsan) masing-masing telah dijelaskan

pengertiannya. Sehingga dapat diperoleh suatu  peEngertian
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bahwa zina mukhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan
oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satu
dari keduanya sudah pernah kawin ataq sedang dalam ikatan
perkawinan, jika yang pernah kawin laki—lakinya, maka yang
mukhsan adalah laki-lakinya, begitu pula sebaliknya.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa syari‘at
Islam dalam hal ini membedakan terhadap jenis—jienis
hukuman vang dijatuhkan bagi keduanya.

Ferbedaan tersbut dikarenakan «=-yang sedemikian
itu disebabkan bagi pezina mukhsan telah memperoleh
nikmatnya perkawinan, sedang bagi perjaka kenikmatan yang
demikian itu tidak diperolehnya” (Abu Zahrah, t.t = 101)..

Dan ketetapan bagi pezina mukhsan ini tentang

hukumannya dapat diketahui pada hadis Rasulullah saw.:

At de b oo Al Joa) 35 35 aslendl ) 05U oye
PTGt L DBREIN S S PES TSN GO P R
P el i o,

Dari Ubadah bin samit berkata, telah bersabda
Rasulullah saw: Ambillah dariku, ambillah dariku,
sesunggunya Allah telah memberi jalan kepada mereka,
untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan
seratus kali dera dan perawan vyang berzina dihukum
dengan seratus kali dera dan diasingkan satu tahun. Dan
untuk duda dan janda vyang berzina dihukum dengan
seratus dera dan rajam". (Muslim XI, tt : 48)

Begitu Jjuga hadis vyang diriwayatkan oleh fibu

Hurairah ra :
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Wi Wl dgs, Jo - ) b Loy b0 a0l
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(3ukheri IV, tt : 177) 09=,-16 L

“"Dari Abu Hurairah ra. berkat T=1
lakii-1aki kepada Ra=zulullah =

berada dalam masjid, laki-lal:i
seraya berkata: Hai Rasululah,
tapi aku menvesal. Mzka

pernyataan vang diulanginy
Nabipun memanggilnya seray
sedang oL =

lagi: Apakah engkau ini orang mukhsa
menjawab: Ya, maka Nabipun bersakd
ini dan rajamlabl olebmu seakaldian

)T ¥

1a% lelaki itu menis

Dari kedua hadis diatas nyatalah bahwasarnya hubuman
bagi pezina mukhsan adalah hukuman rajam, yaitu “membunurh
pezina dengan melempari batu atau yang serupa denoan  itu"®
(Abdul Qadir Audah 1I. 1944 : ZE4Y .,

Disamping ketentuar-ketentuan diatas, ketetapannya
ﬁukuman mati (rajam} bagi pelaku zina murhsan
implisit dapat diketahui dari beberapa ayat Al-Qur’an.

Hal ini dapat diketahui, dikarenakan banyatnya ayat
Al-Bur’'an yang menetapkan larangan untuk membunuh éyJﬁJ[FQ
yang diikuti dengan® larengan berbuat zipa. Ayab-ayat
tersebut antara lain :

1. Burat Al-An’‘am ayat 151 :
\3;;§3 }LS Jga\ng‘;K;%,L; LrsingdgahvrqgﬁzaJ){g\tytlhﬁ:;3
£ gm0 Uy o Ll sl il
g_,_gLa_s, MU;\?O_S Ns DL NPT
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"Dan janganiab kamut membunuh anak—anak kamu karena
takut kemiskinan. Kami akan memberi ritki kepadamu dan
kLepada mereka, dan Janganlan Lamu mendekatl
perbuatan— perbuatan vyang Leji, baik yang mampak
diantaranya maupun yang tersemburyi dan sanganlal: kamu
membunuh  jiwa yang diharamkan Allah {membunoibny s,
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang banar"

—-—rrmy, =Ty

2. Surat Al-Isra’ ayat 3Z-35 3

Yo 9 Moo sl g Himls (_,L‘Qdu\ G Mas a3 Vs
’LQB\QB%LLDLﬁwﬁ nggtgﬁil—j \4JJ,PJJ> Qg, LJALQAJ\EQLJJL
L/WU\L—’: 4 (}Ji)\@ (._9\_)’\&)—_:1 Mo b\)DL ‘\\JJ L.LR}

"Dam janganlah kamu mendekati zina, zina
itu adalah perbuatan yang keii, dan qat yandg
buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya)., melainkan dengan sesuatu (alasan)

ecara czalim,
i te=lkuaszsaan

T
f

yvang benar. Dan barangsiapa yang dibumub

maka sesungguhnya Kami telah memberik

kepada ahli warisnya" f?.'{-}pgrvte_rnen Apans RT, 1990 - ZIA).
&8

!IJ

Z. Surat Al-Furgan avax
P3Nt e oo sl &30;» PRI\ &AL‘,‘}E‘-—J\J}} {y-ﬂb
\p\\_\@L M5 Jow (os - U_Sﬂjﬂ_‘a@»:gk}l\w\

»
=

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhar yang  1ain
beserta Allan dan tidsk membunuh jJiws  yanyg diharamkan
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar
dan tidak berzina. Dan barangsiapa yang melakukan

demikian itu, niscaya mendapat {(oalasan) dosa (nya)-

Dari beberapa ayat diatas k=banyakan mensrangkan
larangarn berzina dan memburniuh seseorang terhadap persamnaan
atau tujuan yang sama, dikarenakan di dalam perzinaan itu
telah membunuh keturunan, sedang dalam pembununan  telah
menghilangkan nyawa sessovang. Dan jika dalam pembunuhan
merupakan pelanggaran terhadap seseorang, Mmaka dalam

jarimah zinma merupakan pelanggaran terhadap Jiwa yang
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api

s

banyak menghendaki kehidupan yang muiyzs. Akan  te
mereka tidak memperclen kehidupan  vang dringinkan  itu
recuali kehinaan. (Sudjari Dahlan, 1784 : 3:,

Pan uraian diatas menunjukkan, bahwa zina merupakan
perbuatan keji yang dapat menimbulkan kerusakan seperti
yang diakibatbkan oleh jarimeh pembunuhan. farena itu
pelanggaran terhadap perbuatan zina ini dalam hukum pidana
Islam dijatuhi hukuman yang sangat berat, vang cuinan
pelaksanaan hubuman itu mengandung arti untuk memslihsra
Jiwa, meEmpertzhanlkan kehormatan/keturunan, me limg=dungi
keutuhan rumah tangga/keluarga yang mMerupaLan unsut utama
dalam suatu masyarabat.

Ad. 3. Riddah.

Tentang pengertian riddah dapat diiihat dar i
beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para vlama,
diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Riddah ialah keluarnya seorang Izlam setalash ia
masuk didalamnya (Abu Zahraht, tt : 172)

b. Riddah ialah keluar dari AgQama Islam, baik
berpindab ke agama lair maupun ticak beragamz lagi.
(Noerwahidah, 1294 : &5).

C. Riddah menurut Sayyid Sabiag adalab “emnbtxlinya
seseorang Islam vyang berckal dan deEwasa ke
kekafirannya dengan kehendaknys sendiri tanpa ada
paksaan dari orang lain (Sayid Bebig, 1984 : 15

Dari ketiga definisi diatas vang Riranya lehin



sempurne dan  s=2suai  dengan  pengertian Riddah 2dal
sebagaimana yang telah dikemukakan ocleh Sayyid Sabiqg,
sebab disana tercantum kata—-kata berakal dan dewasa serts
unsur keterpaksaan.

Dengan demikian legisiah  apabila orama gl

ot

a d=n

anak-anak ridab hisa dikataban sebagai oarang vang  kembali

ke kekafiran karena mereka bukan orang mukallaf. Dedang
menurut hukum Islam orang yang dapat dibebani hulkum atau
tanggung jawab hanyalah orang mukallatd, dan orang gila
serta anak—-anak tidak dzapat dibebani Ltanggung jawao

sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

M\ug,j Ja_nw__,w_J LPELJ\UL C oM Q.C—M\ (f“
L}JL_su u9w~ Lijp“:?J‘L)ﬁlg jJL#xﬁl(£}:>

“Dibebaskan dari tanggung Jjawab terhadap tiga orang
yaitu : DOrang tidur sampai ia bangun, anar “ecil sampal
ia dewasa dan orang gile sampai ia sadar'.

(Abu Daud II, tt : 451).

Menurut hukum pidana Islam, perbuatan keluarnya
sesearang dari agama Islam tersebut dipandang sebagai
jarimah {(tindak pidana), yang melanggar hak-hak Allab  dan

tergolong pada Jjarimah hudad  serta pembust iarimah

dinamakan murtad. Hal ini  tanpa amembedakan  apakah 4l

laki—laki atau psrempuan.

LL
g
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Karena riddah dipandang sebagai tindak pi
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tergolong pada jarimah hudud, sudah barang tentu ocerbuat
ini akan dikenai hukuman. Akan tetapi hukuman bagi pelaku

jarimah riddah ini, Al-GQur'an tidak menstaphan adanysa



hukuman dunia. Hanva saja 2di dalam &l -Qur’an  ~iddabh  ini

dipandang sebagai suatu pzrbuatan vang diaacam dengan
hukuman yang sangat berat kelzak di akhirat, szbab ~iddah

ini merupakan dosa besar yang dapat menghapushan

i
It
[n]
Il
et
by

amal kebaikan yvang pernah dilakukan seszorzang Jd1 maza
lampauw.

3

Fengertian ini dapat diketatsd car L {iripan )

ot
e
B

£ 217

swt. dalam surat Al-Bagarah ay
M_S\QVB’\_,)}Q)‘B w “wj(;cﬁ»ﬁ 205 0 (e
AN ol ELglg 8,25 Lo iy adle) o

Coll= L@)MSM

"Dan barang siapa vang murtad tara kamu dari
agamanya lalu ia mati dalanm Eekatiran, makz  gereka

Uy

itulah yvang sia-sia amalannya di dunia dann  di Lhilrat
dan metreka itulzh penghuni nerska meret etk 2l di
F d
dalamnya" (Departemen Agama RI. g 33\
Di dalam ayat lain Jjugs LErangran  oabwa  orarg
vang murtad itu akamn mendapat Fkemurbkaan dan  azab dar:
Allah swt. sebagsimana yang telalh ditsranchkan dalam Tirman

2

Allah surat An—-hahl ayvat 10&
\33\)&3\ (_‘mkﬂ\bk‘\-/\_a)uﬁwbﬁb %
M“*”DJQ&)\"L R ﬁju\cﬁlh
cae Ol ads Wlie cac

zadah 1a betr iman
w@li  orang vang

“"Barangsiapa yang kafir hkepada Allah
(dia mendapat kemuarkaan Allah), k
dipaksa kafir padahal hatinya tenang dalam
beriman {(dia tidak berdosa), a?an api orang yang
melapangkan dadanya untuk kekati rar mat.s  bemurkaan
Allah menimpanya dan azab yang kesar

1w oo

m
wr+m
ra R

{Departemen Agama RI, 1990 : 41F)



Begitu Juga dalam surat Ali Ty oy avat 25
menerangkan bahwa orang yang memiliki agama sslain Islam,
maka akan ditolak dan tergolong orang yang rugl.

H_gbw(_),\_qb_))by\_}& é’:’()”_ﬁ
L}f‘jh°\éi\(;y° é;rvﬁ*:g‘ Lg

"Dan barangsiapa mencari agams selailn =lam makl

sekali-kali tidak akan diterima ([ & ti) cdari

padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-crang rugi®
(Departemen Agama RI, 1920 : 24)

Demikianlah keadasan kehidupan orang-—-orang ang

telah murtad atau orang-orang yang msmilif agama =gladin

agama Islam di akhirat kelak. BSedang ketentuan hukuman

hagi pelaku jarimah riddah ini ketetapan huakumnys berdasar
L] f

kan pada sabda Rasulullah sav

Asgdle 4nl o Ll KISRET!  VIRARE
Oﬁglh_nﬁ\ﬁ q”f“)(J“JQ Q}p

"PDari Ibnu Abbas ra. Derkata: Sapagaimans sahbda
Rasulullah saw.: Baranasiapa yang menukar agamanya makea
bunuhlah dia®. (Bukharyi IV, t© =z 2.

Begitu juga sabda Rasulullah saw. =

oo\ J g, JB M6 s d) (o, D smae Gl (02
N O Aadis Ao sl on J Y Jan Lo aw)

VNN G Sas LY At s (s 4w )
a,no,:,)z\;\‘g\}@fu,\\ Ly )ALy et oV

( As San'any IIT, tt : 231 )

"Dari Ibnu Mas ' ud ra. berkata: Eersabda Rasululiah saw:
Tidak halal darah seorang muslim vyang bersaksi bahwa
tidak ada +tuhan selainn Allabh dan saya

ututsan Allah, kecuali dia melakukan szlah satu dari



tiga hal, yaitu: Dude yvang berzina,
teriagse darahnya, dan corang yang meningss
dan teErplsah dari agamanya.

Dan juga delam badis lain :

}(Lg_gugw‘;\,ow\dy‘/v&le»&w\w,m\sun
H.,a.ﬁluf Jboi NS AL ) /r\\«w()-»-"&sy Jl

R RS Late e g2 g ps
\jo_,dﬁ\uju,mj\ﬂﬁ&)yfaamu s s LYY
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"Dari Aleyah ra. dari Rasulullah
bersahda: Ti
barena sala
maka ia
denaan

membunul:

tiga nal,

dari Eemivdian e i Biiashy dan
Rasulhb Iibunulh atau dizelitbs 2tau  dibuiang
dari n
D= ) diata enunjakblan oabs wir dadd
vang dapat dijatuhi hukuman mati {(dibunuh) adalalh mereka
vang telah keluar dari agama Islam, memt i dan
Rasul—Nya.
&d. 4. Hirabah.
Sehelum diungkapkan bentus—bentuk Fuikuman FANG

dijatuhkan bagi pelaku jarimah hirabah, terlebib dabulu

-
3

akan dikemukakan pengertian hirabah untuk lehih wscdabnva

dalam memahami uraian—uraian beributnya.

P

Hirabah menurut istilab  Ibnu Rozyd adzlan :
"Menganghkat senjata dan memctong (menggangaw) lalu lintas
di luar kota'. (Tomu Rusyd IIX, t.t ¢ &&5F). Szdangkan

Hirabah menuwrut Sayyid Sabig yaitu "Heluarnyas  geromiclan

hereeniats di  dserah Islam  wantudr szogadakan



penumpahan darah, petzrnakan, ciftra ST S anlaq,
kLetertiban dan undang-undang. Haik gerombslan tersebat

dari Islam ssndiri atau kafir dzimmiy, @aupun

-

{Sayyid Sabiqg, 1784 : 173}.

e

Adapun landasan hukuin Y arg gijadikan wntuk
menetapkan hukuman bagi palaku hirabah adalsh firman Allan

dalam suwrat Al-Ma’ idah ayat 33 :
A3 Usmm g alsws 0 ) Og e 00N ye) =)
gl aek) gaid sV selas sVl oL
L e ad s padl elsan o) s
che Ol 9,20 & (10

“Sesunggubnya pembalasan arang
811ah dan RasulNlya dan membuat muva bumd
hanyalah mereka dibunuh atau 11 riipotong
tangannya dan kaki mereka dengan ifimbal balik atau
mereka dibuang dari negeri (tempat kediamannyaj. Yang
demikian itu {(sebagai) penghinaan unted mereka di dunia
dan di akhirat memperoleh siksaan vang besar”

mensrargi

ar
>
g~

(Departemen fgama RI, L5 43
Dalam hal ini hak seratur perzen untuk  menentubkan

hukuman mati oleh pemsrintah  terhadap  penyasun abtau

perampokan vyang sangat meEngganggu keamanan. Surat

Al-Ma’idabh 33 tersebut menyatalkan dengan j2las  hubkaman

bagi para perusak keamanan umum, yaitu :

a. Dibunuh.

b. Disalib.

c. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.

d. Dibuang dari negeri tempat tinggalnya.

Fara ahli tafsir memberikan ketsrangan, bahwa
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hukuman  diatas dilaksanzkan  secara zslternaibi?,  karena
huruf ethaf  Mauw" pada ayat diatas berf: idabl  fakbyir
(pilihan). Dan yang demibian ini pendapat d:=ri  Sai:d  Lin
Musayyab, Atha’, Hasan, Ad-Dzhaq, An-Makha i, Abu  Zzpad,

Abu Sur dar ABu Daud (Rasyid Ridha VI, th 1 36875,

Oleh karena itu pelaksanaan hubamarnve  oilabobkar

dengan jalan memilih salah s&sbtua yano ] lang sesusl
dengan kejahatan vang dilakukan, antulk dijatohban hukuman

bzpada penvamun.

FPendapat vang lain mencatalkan, mahva huruaf  asthaf

au" berfaidab 1il afrad (untul tiap-ftisp uwursur)  dengen
perincian csehbagzai beribat

"Menurut Ibnu Abbaxs yang diriwavsatian oleh Imam Eya¥i’i,

Jika penyamun melakulkan pzmbunuhan darn aengambil  harta,

%N
pT}
e

maka mereka iftu dismalib, dan jika mereka ite membunul

tidak mengambil harta. maka eka dibunul Ligad dizalib,

dan jika mengambil memburinh ek s meEreka
dipotong tangan dan kaki mereka sec ut lariad, ocan jika

[
n
—
i
(=
'f"'
S
rr
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mareka mengganggu keamanan cdarn tidak m=rgambil

[y

harta, maka mereka itu diasingkan dari neger1 (digenjaral)”
{Asy—-Syafi i VIII, tt : Z72)

Sehingga hukuman itu berlaba secars periodiik, sejak
yang paling berat sampai pada yvang paling ringan, yaitu
dibuang dari nageri {(dipenjara}.

Namun hukum tersebut tidak dapat diperlakubzan jika

sekiranya perampok—-perampok iitu mauw Ser bavbat dar segera
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menyerahkan diri sebelus mereka ditangkap. Hzl ini dijelas

kan dalam firman Allah swt. surat Al-Ma idah avat IT :

_9_rLc‘ - 9 U (}vi‘J' D i AV N o
‘(}7‘/ PR s ‘UO\Q\

"Kecuali orang—orang yang b=rtaubat {diantara mnereka)

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka maka

ketahuilah bahwasanya Allah Maha Fengampun lagi Maha
Penyayang" (Departemen Agama RI, 1990 : 1{

Ad. 5. Bughah

Yana dinamakan bughah atau pemberocntakan adalap 3
“Orang yang berusaha mengadakan perobahan terhadap sistem

pemerintahan, atau menggantikan penguas—penguasa  nagara

dengan jalan kekerasan atau menyatakan tidak mau tunduk
dengan mendacsarkan pada kebkuatan isenjata)™ 41 Hlanatis

1990  270).

Bughah di dalam hukum pidana positi dikenal dengan

istilah jarimah politik atau 1lebih populer lagi dengan
sebutan tindak pidana subversi. Kejahatan ini pertujuan

untuk menggulingkan pemerintahan atau ingin membunuh para
perguasa negeri karena perbedaan pandangan di antara

mereka terhadap para penguasa (imam) tersebut.

Didalam Islam, apabila seseorang atau Flelonmpoh
bermaksud menggul ingkan pemerintahan atau ingin
meruntuhkan kewibawaan pemerintah  (imam}, Ma & Lita
perintahkan uvntuk memeranginya. Sebagaimana diterangkan

dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 9 :z
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"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang aukmin
berperang maka damaikanlah antara keduar 3 3 salah
satuw dari kedua golongan itu barbuat aniaya terhadap

golongan yang lain maka perangilabh golongan vang
berbuat aniaya itu, sehingga golongan tee ba2mbali
(kepada perintah Allah), Jjika golongan itu telah
kembali (kepada perintah Allah), @al jamziranlahn
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah,

sesungguhnya Allah menyulks bzriaiky

adil". (Departemen Agama RI, 1990 : E45)

crang-—-orani

Sedangkan seseorang atau k2lompos YAND gapat
dikatakan sebagai pemberontalk, apabila terpesnuhi syarat-—

syarat sebagai berikut :

entara seiijata s tuk

S

&. Mempunyai kekuatan bkals
memberontak terhadap imamnya (kepala negara).
b. Mempunyai pimpinan vang ditaati.

c. Mereka berbuat demikian dissb:

)l
3

bkan karena timbuinya
perbedaan dengan imamnya (kepala negaral mengenai
politik pemerintahannya sehirgga merela beranggapan
bahwa pemberontakan menjadi swatu keharusan bagi
mereka (Moh. Anwar, 1788 : Z1i8).

Jika telah terjadi pemberontakan den mermeraadi L

persyaratan di atas, maka hukuman pemberontakan  adalah

ae

"Hukuman mati" {A. Hanafi, 1770 : 3ZI03;. Dan adzaiya

tindakan keras terhadap Jarimah penbercntakan 1Fii,
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dikarenakan apabila tidak demikian, maka akan timbul
fitnah kekacauan serta keticdak tenangan dan pada akhirnya
akan mengakibatkan kekacauan masyarakat dan kemunduran.
Tindakan keras tersebut tidak lain adalah hukuman mati.
fada zaman sekarang ini hampir s=sluruh dgnia
menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak nidana .
politik (bughah). ini termasuk di Indonesia juga

menjatuhkannya.

C. Hikmah disyari’atkannya pidana mati dalam Islam

.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Lejahatan
yang bisa diancam dengan hukuman mati adalan keiahatan
yvang berkenaan dengan pembunuban sengaja, zina mukhsan,
murtad, perampokan dan pemberontakan.

Dari beberapa Jjenis pidana yang diancam dengan
pidana mati diatas, kalau diperhatikan akan nampak sekali
tujuan dan hikmah yang terkandung didalamnya vyang dapat
diambil sebagai pelajaran atau peringatan bagi manusia.

Syariat Islam dalam menciptakan suatu pErundang-

undangan mempunyai tujua-tujuan tertentu. Sscara  umum

tujuan diciptakannya suatu perundang-undangan adaiah

Untuk ketentraman dan kemaslahatan umat manusia. Mata
dengan mata, gigi dengan gigi, kalau diletakkan dalam
hubungan semangat vyang menjiwai hukum pidana Islam

selwubnys sekali-kali tidak menggambarkan maksud

pembalasan dendam, melainkan memberikan ubkuran dalam



pengutarazan-pengutaraan yang konkrit tentang keadilan yang
harus ditegakkan. (Anwar Harjono, 1987 : 132}

Mengenai ketentuan hukuman/pidana, tujuan disvariat
kannya hukuman tersebut menurut fiqh TIslam sebagaimana
telah dijelaskan oleh Abu Zahroh di dalam  kKitabnya yang
berjudul ( /Q)JL,\,.:& ) A\ﬁ_g @ ‘{Jjﬁ—f‘\)\j ZU:‘;:!“ ) . bahwa tujuan
hukuman mati adalah :

a. Untuk melindungi keamanan dan melindungi masyarakat
dari tindakan—-tindakan vyang dapat merendahkan

martabatnya.

b. Untuk kemanfaatan umum atau kemaslahatan darn  tidak
diciptakan suatu bukum dalam Islam kecuali untuk
A

kemaslahatan bagi umat manusia.

(Moh. Abu Zahrah, tt : 28)

Diantara tujuan lain dari eadanya hubkum dalam 51 Aam
adalah mencegah {(ar—-rad-u wazzajru) dan pengajaran (al-

islah wat—tahzib) (A. Hanafi, 192%0 : 27%9). Dengan demikian
segala ketentuan vyang telah distur dalam figh Islam,
tujuannya tidak akan menyimpang abau bertentangan d=ngan
kaidah wumum dari tujuan pembentakan hukum  Islam  itn
sendiri.

Adapun jalan yang ditempuyh untui mewajudkanr tujuan
umum dari perundang—-undangan tersebut adalah dengarn jalan
memelihara unsur—-unsur primer yang terdapat pada setiap
diri manusia, yaitu : "agama, jiwa, akal, kehormatan dan

harta" (Mob. Abu Zahroh, 1924 : 133).
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Jadi setiap ketentuan hukum syara’ tidel ada tuiuan

ah satu dari iPima unsdr

-

lain kecuali untuk melindungi sa
tersebut. Sshingge pelanggaran terhadzap  uwunsur-unsur it
maka bagi pelakunya akan diksnakan hubuman yang  lsbihk
berat.

Begitu juga tentang ketentuan pidanz mati baik
yvang berkenaan dengan jarimah gishas maupun yang berikenaan
dengan jarimah hudud, kesemuanya tidak akan wmenyimpang
dari tujuan umum syari’at Islam. Misalnya tujuan hukuman
pidana mati, vyaitu sebagai pencegahan, pangajaran  dan
pendidikan. Dan pencegahan disini vyanrg dimaksud adalah

takut seshingga tidak

il
M
it

agar orang lain mempunyal ra
melakukan kejahatan.

Dari tujuan hubkwinan diatasz, mak s didalainnya
terkandung hikmah—hikmah yang dapat menjadi pelajaran atau
peringatan bagi setiap manusia. Oleh karena itu berikut
ini akan dapat terlihat hikmah adanya hukuman mati dari
masing-masing jarimah baik yang berkenaan dengan gishas
maupun hudud.

Dengan disyari’atkannya pidana mati dalam masalah
qishas, maka hikmah yang dapat menjadi pelajaran adalash
"Dengan tegaknya hukwn gishas, kehidupan Lerlindung dan
manusia dapat melangsungkan tetidupan dengan aman  dan
tentram (Sayyid Sabiq, 1287 : 28).

Sehingga dapat dipahami bahwa orang vyang tidak

melakukan pembunuhan berarti iz telah memeslibara nyawanya
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sendiri disamping juga memelihara Ny WA or ang lain
(masyarakat) begitu Jjuga cehaliknya. Fernyataan diatas
diperoleh dari tandungan firman Allan surat Al-Ma’idah

ayat 33 :
Jeslelems o W g oluis ) oo Ly b o

w_ . .barangsiapa yang membunuh sSedrandg menus=ia  bukan
karena orang itu (m2mbunuh) arang lain, atau biakan
karena membuat kerusakan di muka bumis maka sealban—ax
ia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang si
yang memel ibara kehidupan seseorang manusia. seakah 4

telah memelibara kehidupan manusia seluruhnya’

Begitu juga firman f1lah surat &l-Bagarah 17% =

O sens S GLINN sl Boam pobait 3

bl

pan kelangsungan nidup

"Dan dalam gishas itu ada

jam
bagimu hai orang yang berakal supaya kamu bertagwa"

(Depar temen Agama Ri, 1990 ¢ 44)
Sedang hikmah disyariatkannya fukuman mati  dalam
masalah hudud, dapat dilihat dari jenis—jenis perbuatannya
misalnya =
a. Dalam masalah riddan, yaitu nelindungi kehoraatan
agama.
b. Dalam masalah zina, yaitu me1induagli  nasab can
keturunan.
c. Dalam masalah hirabah, yaitu melindumgi kehovrmatan

darah, harta, maral dan  hak mspusia agar dapat
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melangzungkan kehidupan dengan amar dan tentram.
(Muhammad bin Muhammad Abu Suahbabh, 1574 @ 1343,

Dari uraian diatas dapatlah diperhatiban dan

2.
i
n
bl
-+

diambil suatu kesimrulan bahwa derngan disyariatkannya
hukuman mati dalam Islam berartd melindunai atau

memelihara unsur—-unsur primer yvang terdapat pada setiap

I

diri manusia meliputi agama, jiwa, akal, k=zhormatan dan
harta.
Dan ternyata kalau dipertimbangkan antara hukam

pidana Islam dan hukum pidana positif terdapat psrsamaan

o)
m
tl.'

pandangan dalam hal tujuan pelaksanea LTI
diantaranya adalah dengan adanya hukuman bertujuar untuk

melindungi masyarakat dari tindakan—-tindakan yang dapat

menghancurkan martabatnya. Hanya saja perbedsaan yang
mencolok adalah dari segi dasar hukumnya, yakri antara

wahyu dan akal semata.



